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Abstrak

Satwa langka yang telah sulit habitat aslinya karena populasinya hampir punah, membuat pemerintah
menertibkan peraturan perundang-undangan untuk perlindungan satwa langka dari kepunahanya.
Perbuatan pelaku yang sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat ( 2) huruf a dan huruf b Jo Pasal 40 Ayat
(2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pada
kenyataannya masih banyak terjadi tindakan eksploitasi terhadap satwa yang dilindungi secara illegal oleh
oknum yang ingin mencari keuntungan. Penelitian yang peneliti lakukan ini tergolong sebagai suatu
penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, yang dilakukan menggunakan data sekunder
sebagai data utama pada penelitian serta bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui alat pengumpul
data dengan cara offline yaitu penelusuran kepustakaan serta penelusuran online pada internet. data
tersebut kemudian dianalisis melalui metode analisis kualitatif guna mendapatkan kesimpulan jawaban
atas rumusan masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui ketentuan hukum pidana
terhadap tindak pidana eksploitasi gading gajah mengenai ketentuan sanksi pidana atas tindakan
eksploitasi satwa dilindungi sebenarnya sudah diatur oleh ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana di Indonesia. Namun pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber daya Hayati dan Ekosistemnya. Kemudian Penegakan hukum pidana terhadap
tindakan eksploitasi gading gajah di Indonesia yaitu didapati bahwa penegakan hukum yang berlangsung
sudah bersesuaian dengan proses dan aturan peraturan perundangan yang berlaku dan mengaturnya
mulai dari proses penyidikan hingga putusan hakim. Perlindungan hukum terhadap tindakan eksploitasi
gading gajah berdasarkan hukum konservasi sumber daya hayati dan ekosistem melalui upaya preventif
dengan pengawasan yang dilakukan terhadap keberadaan satwa dilindungi seperti halnya gajah beserta
ekosistemnya juga secara represif melalui penindakan dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan
tersebut.

Kata kunci: Satwa, Perlindungan hukum, Pidana
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1. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di
dunia, termasuk tingkat endemisme yang tinggi. Tingkat endemisme yang tinggi Indonesia dikenal
sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi yang dilengkapi dengan
keunikan tersendiri, membuat Indonesia memiliki peran yang penting dalam perdagangan satwa di
dunia, sehingga Indonesia menjadi salah satu pemasok terbesar perdagangan satwa dunia. Hal ini tentu
saja merupakan peluang yang besar bagi Indonesia untuk dapat memanfaatkan kekayaan satwanya
untuk meningkatkan pendapatan ekonomi, termasuk bagi masyarakat yang tinggal di sekitar habitat
satwa.

Satwa langka yang telah sulit habitat aslinya karena populasinya hampir punah, membuat
pemerintah menertibkan peraturan perundang-undangan untuk perlindungan satwa langka dari
kepunahanya. Perbuatan pelaku yang sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat ( 2) huruf a dan huruf b
Jo Pasal 40 Ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya. Peraturan tersebut mengatur satwa-satwa langka yang di lindungi oleh Negara, baik yang
dimiliki masyarakat maupun yang tidak dapat dimiliki oleh masyarakat, dikarenakan satwa langka
tersebut sudah hampir punah, habitat aslinya sudah jarang ditemui.Sumber daya alam merupakan
karunia dari Allah SWT yang harus dikelola dengan bijaksana, sebab sumber daya alam memiliki
keterbatasan penggunaannya.

Salah satu aturan mengenai perlindungan terhadap satwa berdasarkan hukum nasional adalah
Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini berisikan adanya perlindungan
terhadap satwa berupa jaminan pangan yang terpenuhi secara layak, dan bebas dari penyiksaan yang
dilakukan oleh manusia Dengan semakin maraknya eksploitasi terhadap satwa, maka diberlakukanlah
beberapa aturan terkait perlindungan satwa seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Walaupun pemerintah sudah mengeluarkan peraturan dalam upaya perlindungan terhadap satwa yang
dimanfaatkan untuk kepentingan perekonomian manusia pun tidak berdampak banyak terhadap
kesejahteraan satwa, karena pada kenyataannya, pemeliharaan terhadap satwa ini sering kali tidak
memperhatikan kesejahteraan hewan tersebut.

Pada kenyataannya masih banyak terjadi tindakan eksploitasi terhadap satwa yang dilindungi
secara illegal oleh oknum vyang ingin mencari keuntungan. kasus dengan nomor putusan
353/Pid.B/LH/2017/PN.Tar, diketahui oknum pelaku melakukan perbuatanmemperniagakan,
menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barangbarang
yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat
lain di dalam atau di luar Indonesia terhadap salah satu hewan dilindungi yaitu gajah liar.

Pelaku diketahui melakukan tindakan eksploitasi terhadap bagian tubuh gajah liar yang memiliki
nilai jual tinggi yaitu terhadap gading gajah untuk kemudian diambil keuntungan oleh pelaku tersebut.
Hal tersebut juga bagian dari kurangnya bentuk upaya perlindungan secara masif yang dilakukan oleh
semua golongan yang berperan, termasuk peran pengawasan serta penegakan hukum atas keberadaan
satwa dilindungi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka untuk itulah penelitian ini dilangsungkan, guna mencari tahu
faktor-faktor serta sebab terjadinya peristiwa tersebut dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap
Tindakan Eksploitasi Gading Gajah Ditinjau Berdasarkan Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Dan
Ekosistem (Studi Putusan Nomor 353/Pid.B/Lh/2017/Pn Tar)‘Adapun rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif adalah dilakukan
dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut
asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum. Pendekatan ini dilakukan berdasarkan bahan hukum
sekunder atau disebut pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari bukubuku,
peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan historis dan dokumen lain
yang berhubungan dengan penelitian.Sedangkan pendekatan penelitian ini adalah pendekatan
kasus dengan menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum (Susanti dan
Effendi: 2015).

Sifat penelitian ini merupakan penelitian dengan sifatnya yaitu deskriptif.Penelitian
deskriptif yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala
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lainnya demi mempertegas hipotesa penelitian sehingga membantu memperkuat teori lama
atau didalam kerangka penyusunan teori-teori. Peneliti dalam menganalisis data penelitian ini
menggunakan analisis data kualitatif. Analisis kualitatif adalah cara pengolahan dan analisisnya
secara non statistik (Suteki dan Taufani: 2018). Maka data pada penelitian ini diolah dan
dianalisis tanpa menggunakan statistik hanya dengan menguraikan berdasarkan kalimat-
kalimat saja.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Gading Gajah
Hukum positif di Indonesia membedakan satwa dengan terminologi “satwa liar’” dan “hewan
peliharaan”. Merujuk pada lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi, terdapat 794 jenis satwa dan
130 jenis tumbuhan yang dilindungi dan terdaftar pada Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia.

Perburuan dan segala bentuk eskploitasi terhadap satwa liar merupakan termasuk dalam
suatu perbuatan tindak pidana. Tindak pidana yang dimaksud yaitu sebagaimana yang diuraikan
pada ketentuan Pasal 302 ayat (1) KUHP, yang berbunyi: Eksploitasi satwa liar dilindungi yang
berimplikasi tindak pidana diatur dan diancam Pasal 302 ayat (1) angka 1 KUHP yang berbunyi:

1. Pasal 302 Ayat (1) KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau
pidana denda paling banyak lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat
ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:

a. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, untuk
mencapai tujuan itu dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau
merugikan kesehatannuya;

b. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang
diperlukan untuk mencapai tujuan itu dengan sengaja tidak memberi makanan
yang diperlukan untuk hidup kepada hewan yang seluruhnya atau sebagian
menjadi kepunyaanya dan ada dibawah pengawasnnya, atau kepada hewan
yang wajib dipeliharanya.

2. Pasal 302 Ayat (2) KUHP Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu,
atau cacat atau menderita lukaluka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam
dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak
empat ribu lima ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.

a. Jika Hewan itu milik yang besalah, maka hewan itu dapat dirampas.

b. Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

Ketentuan Pasal 302 ayat (1) angka 1 KUHP merupakan
kejahatan terhadap hewan yang masuk kedalam “Bab Kejahatan Terhadap Kesusilaan”. Setiap
tindakan yang akan diambil pada satwa wajib mengutamakan kepentingan, kesalamatan, dan
kesejahteraan satwa. Penyiksaan yang dialami satwa bertentangan dengan kepentingan,
kesalamatan, dan kesejahteraan satwa. Tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam oleh
Pasal 302 KUHP mengancam kesejahteraan satwa dengan penyiksaan pada satwa tersebut
dapat digunakan untuk menjerat pelaku eksploitasi satwa liar dilindungi dalam lingkungan
lembaga konservasi.

Aturan hukum pidana yang berkaitan dengan hewan pada KUHP memiliki tujuan
perlindungan hewan dan memberikan tata kelakuan manusia kepada hewan. Meskipun ajaran
kesejahteraan hewan belum begitu popular saat KUHP disusun pada zamannya (WvS-
Belanda), filosofi perlindungan kesejahteraan hewan telah dirumuskan pada KUHP. Hal ini
menunjukan bahwa kesejahteraan hewan merupakan suatu norma kesusilaan yang begitu
penting untuk dilindungi agar terciptanya tertib hukum dan tertib sosial di masyarakat.

Satwa liar menurut Pasal 1 angka 7 UU Konservasi Hayati adalah semua binatang yang
hidup di darat, air, dan/atauudara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas
maupun yang dipelihara oleh manusia. Sedangkan hewan peliharaan diartikan oleh Pasal 1
angka (4) UU Perternakan sebagai Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya
bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
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Penyebutan “satwa” digunakan merujuk pada satwa liar yang diartikan sebagai
binatang yang masih memiliki sifat liar, sedangkan “hewan”, digunakan untuk merujuk pada
hewan yang sebagian atau seluruh hidupnya bergantung pada manusia seperti hewan
peliharaan dan ternak. Hal ini sejalan dengan penjelasan Pasal 1 angka (7) UU Konservasi
Hayati yang menyebutkan bahwa ikan dan ternak bukan termasuk satwa liar.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PP 7/1999, Satwa liar digolongkan menjadi satwa
dilindungi dan satwa tidak dilindungi. penggolongan satwa liar dilindungi dilakukan
berdasarkan keputusan Menteri, dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
dengan rekomendasi Lembaga Illmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) selaku scientific
authorityPenggolongan bertujuan menciptakan kepastian hukum perlindungan satwa liar dan
usaha pemanfaatannya. Perbedaan tersebut juga berimbas pada ketentuan peraturan
perundang-undangan mana yang dapat digunakan sebagai perlindungan hukum satwa liar.

Satwa liar dilindungi merupakan objek perlindungan hukum ketentuan UU Konservasi
Hayati beserta peraturanperaturan pelaksana dibawahnya. Penggolongan spesies dengan
status “dilindungi” bukan berarti spesies tersebut tidak dapat dimanfaatkan, melainkan boleh
dimanfaatkan asalkan dengan lestari. Sebagiamana lazimnya dalam mengelola sumber daya
alam yang dapat diperbaruhi, maka pengelolaan satwa liar dilakukan atas prinsip-prinsip
kelestarian hasil (sustained yield principle). Isitlah sustained yield memiliki arti bahwa satwa
liar dilindungi dapat dipanen secara periodik tanpa mengutangi potensi perkembangbiakan
mereka, dan diharapkan akan diperoleh lebih banyak individu yang dapat dipanen di masa
yang akan datang.

Ketentuan ini merupakan implementasi asas konservasi pada pengelolaan satwa.
Konservasi sumber daya alam hayati memiliki tujuan untuk mengusahakan terwujudnya
kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih
mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan ini mengandung dua
prinsip konservasi yaiut: Pelestarian pemanfaatan atau kemampuan lingkungan dan
pelestarian lingkungan yang berjalan sejajar
Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Eksploitasi Gading Gajah di Indonesia

Rumusan penegakan hukum secara lain, penegakan hukum merupakan suatu usaha
untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ideide tersebut
merupakan hakekat dari penegakan hukum. Apabila berbicara mengenai perwujudan ide-ide
yang abstrak menjadi kenyataan maka sebetulnya sudah memasuki bidang menejemen.
Secara konsepsional, maka inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan
menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang sempurna
dan menyeluruh, dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk
menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum sebagai bagian dari implementasi perwujudan hukum dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara, menjadi penting untuk kemudian sangat
memperhatian nilai-nilai yang menjadi tujuan hukum, diantaranya kepastian dan keadilan
hukum itu sendiri. Untuk itulah Satjipto Rahardjo dalam T.J Gunawan secara garis besar
memandang penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses perwujudan ide keadilan,
ide kepastian hukum dan ide kemanfaatan sosial yang bersifat absrak menjadi kenyataan
(Gunawan: 2018).

Akibat dari kedudukan keduanya yang bukan merupakan seorang penyidik maka
berdasarkan kronologi kasus yang dimuat pada isi putusan nomor 353/Pid.B/2017/PN Tar
tersebut selanjutnya saksi Kamaruddin menghubungi saksi Hari Budiharjo yang merupakan
anggota polisi yang bertugas di Bandara Juata Tarakan. Hal tersebut merupakan bagian dari
ketentuan KUHAP yang menetapkan bahwa penyidik merupakan anggota POLRI aktif
dan/atau pejabat PNS yang diberi perintah oleh undang-undang untuk melakukan proses
penyidikan

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf (b) mempunyai wewenang
sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masingmasing dan dalam
Pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam
pasal 6 ayat (1) huruf (&) KUHAP. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan
penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk
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mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana
yang terjadi dan guna menemukan tersangka

Tugas dan wewenang yang dilakukan oleh penyidik Hari Budiharjo dalam menerima
laporan dan melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara atau locus delictum telah
bersesuaian dengan ketentuan Pasal 1 ayat 1 KUHAP yang mengatur mengenai ketentuan
terkait proses penyidikan perkara tindak pidana di Indonesia. Hal tersebut menggambarkan
bahwa proses penegakan hukum terhadap kasus ini dalam tindak penyidikan oleh penyidik
telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengaturnya.

Selanjutnya, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dicurigai sebagai
senjata tajam dalam tas milik pelaku berdasarkan laporan petugas bandara, dan ditemukan di
dalamnya sebuah gading gajah berukuran kurang lebih 40 cm. Dikarenakan gajah merupakan
satwa yang dilindungi berdasarkan perintah undan-undang, maka penyidik kemudian
menanyakan perihal ijin kepemilikan terhadap benda yang dibawa pelaku dalam tas miliknya.
Bahwa diketahui kemudian terdakwa tidak menujukkan ijin apapun dalam membawa 1 (satu)
buah potongan gading gajah tersebut dari Tarakan menuju Sumba Barat. Sehingga pada
akhirnya penyidik yang merupakan anggota aktif POLRI tersebut membawa terdakwa menuju
Polres Tarakan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Pada akhir kesimpulan mengenai pembahasan terkait penegakan hukum yang dilakukan
atas perkara eksploitasi gading gajah terhadap pelaku berdasarkan isi putusan nomor
353/Pid.B/2017/PN Tar, didapati bahwa penegakan hukum yang berlangsung sudah
bersesuaian dengan proses dan aturan peraturan perundangan yang berlaku dan
mengaturnya mulai dari proses penyidikan hingga putusan hakim.

Pertanggungjawaban hukum pidana yang lahir akibat adanya proses penegakan hukum
tersebut terhadap pelaku tindak pidana yang terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap
kaidah-kaidah hukum pidana. Pertanggungjawaban hukum sebagai suatu proses akibat dari
penegakan hukum, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi aparatur penegak hukum
yang menyangkut pembuatan keputusan yang secara jelas telah diatur oleh kaidah hukum,
tanpa mempunyai unsur penilaian pribadi. Walaupun tetap pada dasarnya hal tersebut mestilah
mendapat perhatian khususnya mengenai sanksi yang mengatur mengenai perbuatan
eksploitasi satwa dilindungi masih cukup ringan apalagi dengan dampak yang ditimbulkan
terhadap perbuatan tersebut yang dapat mengancam keselamatan dan keberadaan satwa-
satwa beserta ekosistemnya khususnya di wilayah Indonesia.

Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Gading Gajah Berdasarkan Hukum
Konservasi Sumber Daya Hayati Dan Ekosistem

Pada peristiwa yang menjadi dasar bentuk perlindungan secara preventif berdasarkan
keberadaan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Saya Alam
Hayati dan Ekosistemnya telah diatur khususnya mengenai keberadaan lembaga konservasi
serta upaya pencegahan dalam menjaga kelestarian satwa dilindungi beserta ekosistemnya.
Hal tersebut merupakan upaya pemerintah dalam mencegah ancaman kepunahan dan
kerusakan ekosistem satwa yang masuk kategori dilindungi. Meskpun begitu angka terhadap
ancaman satwa dilindungi hingga saat ini masih cukuplah besar.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar di
dunia. Namun, Indonesia juga menjadi salah satu negara yang banyak menghadapi praktek
kejahatan terhadap satwa-satwa liarnya. International Animal Rescue (IAR) Indonesia
mencatat lebih dari 80 persen satwa yang diperdagangkan secara daring atau melalui pasar
burung, merupakan tangkapan dari alam liar. Hal ini dapat memicu fenomena hutan tanpa
satwa, bila perburuan satwa liar terus berlangsung. Catatan lain juga menyebutkan bahwa
kejahatan satwa liar secara global menempati posisi kedua setelah kejahatan narkotika.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan nilai kerugian negara akibat
perdagangan satwa liar secara ilegal diperkirakan mencapai Rp. 13 Triliun per tahun.

Proses hukum terhadap pelaku kejahatan terkait satwa liar selama ini menggunakan Undang-
Undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Saya Alam Hayati dan
Ekosistemnya, yang dianggap para aktivis lingkungan dan satwa tidak cukup efektif untuk
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mencegah atau mengatasi aktivitas perburuan dan perdagangan satwa liar secara ilegal. Hal
ini karena ancaman hukuman pidanan bagi pelaku dianggap sangat rendah, sehingga tidak
menimbulkan efek jera.

Pemerintah Indonesia menetapkan bentuk perlindungan satwa liar ke dalam dua macam, yakni
perlindungan di lokasi tempat tinggal satwa liar yang bersangkutan (in situ) dan perlindungan
di luar lokasi tempat tinggal satwa liar yang bersangkutan (ex situ). Bentuk perlindungan ini
dilangsungkan guna menjaga kelestarian satwa khususnya satwa yang dilindungi beserta
keberadaan ekosistemnya tersebut.

Perlindungan satwa liar secara in situ biasa dilakukan melalui suaka alam dan kawasan
pelestarian alam berbentuk taman nasional. Suaka alam dimaksudkan sebagai murni suaka
bagi satwa dan fauna yang bersangkutan. Suaka alam terdiri atas dua macam, yakni cagar
alam dan suaka margasatwa. Cagar alam adalah kawasan suaka alam karena keadaan
alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu
yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

Selain itu, dikenal pula Kawasan pelestarian alam, yakni kawasan dengan ciri khas tertentu,
baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga
kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan
secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan pelestarian alam dalam
bentuk perlindungan satwa liar in situ adalah taman nasional. Taman nasional adalah kawasan
pelesatarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang
dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya,
pariwisata, dan rekreasi. Contoh taman nasional adalah Taman Nasional Ujung Kulon yang
melindungi Badak Bercula Satu.

Perlindungan Ex Situ Perlindungan satwa liar secara ex situ biasa dilakukan melalui Kawasan
pelestarian alam berbentuk taman hutan raya dan taman wisata alam. Kawasan pelestarian
alam tidak semata-mata murni untuk perlindungan satwa yang bersangkutan, melainkan untuk
kepentingan pendidikan, rekreasi, dan lain sebagainya

Pada keberadaan aturan tepatnya Pasal 19 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Saya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan setiap orang dilarang
melakukatn kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan
suaka alam. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kegiat an
pembinaan Habitat untuk kepentingan satwa di dalam suaka marga satwa. Perubahan
terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi
mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis
tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.

Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah yang merupakan
lembaga banding administrasi adalah permintaan banding terhadap suatu tindak pemerintah
oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut. Instansi pemerintah yang
berwenang untuk mengubah bahkan dapat membatalkan tindakan-tindakan pemerintah
tersebut.

Kesimpulan akhir pada rumusan perlindungan ini perlu diketahui, walaupun secara yuridis
bentuk perlindungan terhadap satwa dilindungi telah diatur sedemikian rupa melalui
keberadaan Konservasi Sumber Saya Alam Hayati dan Ekosistemnya, namun tetap saja
bentuk pelaksanaan dari isi aturan hukum tersebut haruslah lebih ditingkatkan dan dievaluasi
secara berkala. Penanganan perkara terhadap kejahatan dan pelanggaran atas aturan-aturan
yang mengatur mengenai perlindungan satwa juga haruslah lebih ditingkatkan dan dipertegas.
Hal ini ditujukan agar bentuk perlindungan hukum dapat tercapai dengan maksimal dan
memiliki manfaat serta efektivitas yang nyata.
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4. KESIMPULAN

a. ketentuan hukum pidana terhadap tindak pidana eksploitasi gading gajah mengenai
ketentuan sanksi pidana atas tindakan eksploitasi satwa dilindungi sebenarnya sudah
diatur oleh ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia. Namun pasca
diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
daya Hayati dan Ekosistemnya segala bentuk tindakan yang berkaitan dengan
eksploitasi satwa dilindungi haruslah merujuk pada ketentuan undang-undang tersebut.

b. Penegakan hukum pidana terhadap tindakan eksploitasi gading gajah di Indonesia
yaitu didapati bahwa penegakan hukum yang berlangsung sudah bersesuaian dengan
proses dan aturan peraturan perundangan yang berlaku dan mengaturnya mulai dari
proses penyidikan hingga putusan hakim.

c. Perlindungan hukum terhadap tindakan eksploitasi gading gajah berdasarkan hukum
konservasi sumber daya hayati dan ekosistem melalui upaya preventif dengan
pengawasan yang dilakukan terhadap keberadaan satwa dilindungi seperti halnya gajah
beserta ekosistemnya juga secara represif melalui penindakan dan penegakan hukum
terhadap pelaku kejahatan tersebut.
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